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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Dalam penyusunan skripsi ini, transliterasi kata bahasa Arab yang digunakan 

dalam penelitian ini mengikuti pedoman yang tercantum dalam Surat Keputusan 

Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif ا
tidak dilambangkan tidak dilambangkan 

 ’bā ب
B Be 

 ’tā ت
T Te 

 ’ṡā ث
ṡ es (dengan titik di atas) 

 jim ج
J Je 

 ’ḥā ح
ḥ ha (dengan titik di bawah) 

 ’khā خ
Kh ka and ha 

 dāl د
D De 

 żāl ذ
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R Er 
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S Es 
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 ’ṭā ط
ṭ te (dengan titik di bawah) 
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 Ditulis muta’addidah عتدّم ةدد

 Ditulis ‘iddah ةعتم

 

C. Ta Marbutah di Akhir Kata 

1. Ditulis dengan h jika dibaca Sukun 

 ditulis ḥikmah ةمدح

 ditulis Jizyah ةيزح

 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 ’ditulis karāmah al-auliyā ااولولاء ةماةح

3. Bila Tā'marbutāh hidup dengan fathāh, kasrah, or dāmah 

dengan demikian dituliskan ny t or h. 

  

 Ditulis ẓakatā al-fitrāh اوطفمم زةام

 

D. Vokal Pendek 

Setiap huruf tā' marbūṭah ditransliterasikan ke dalam huruf 'h', baik ketika 

berada di akhir kata tunggal maupun saat berada di tengah rangkaian kata 

(misalnya ketika diikuti oleh kata sandang 'al-'). Namun demikian, ketentuan 

ini tidak berlaku untuk kata-kata serapan dari bahasa Arab yang telah menjadi 

bagian dari kosakata bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 

kecuali apabila penulisan bentuk aslinya secara eksplisit memang dikehendaki. 
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----  َ -- fatḥah Ditulis A 

----  َ -- kasrah Ditulis I 

----  َ -- ḍammah Ditulis U 

 fatḥah Ditulis fa’ala لف  

 kasrah Ditulis ẓukira ذة م
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E. Vokal Panjang 

1 fatḥah + alif 

 ةاـهلح

ditulis 

ditulis 

Ā 

jāhiliyah 

2 fatḥah + yā’mati 

 ىسنت

ditulis 

ditulis 

Ā 

tans ā 

3 kasrah + yā’mati 

 ةمزك

ditulis

ditulis 

i 

karim 

4 ḍammah + wāwu mati 

 لموض

ditulis  

ditulis 

ū 

furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

1 fatḥah + yā’mati 

 ملسمك

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

2 
fatḥah + wāwu mati 

     للل

ditulis 

ditulis 
au qaul 
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Apostrof 

 Ditulis a’antum تتندك

 Ditulis u’iddat ا ةعتت

 Ditulis la’in مممىك وئل

syakartum 

 

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat  

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka bisa ditulis dengan menggunakan 

huruf awal “al” 

 ditulis al-Qur’ān اورملن

 ditulis al-Qiyās اورلاس

 

2. Bila diikuti Bila diikuti huruf Syamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf 

pertama Syamsiyyah tersebut 

 'ditulis al-Samā اونداء

 

 ditulis al-Syams اوشدا

 

I. Kata Sandang Alif + Lam 

 ditulis zawi al-furūḍ اوطموض ذوذ

 ditulis ahl as-sunnah عنسعح او تـف
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2015-

2024. Variabel yang digunakan meliputi pengeluaran pemerintah sektor 

pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, tingkat kemiskinan, upah 

minimum, dan kepadatan penduduk. Data yang digunakan merupakan data panel 

dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2015-

2024. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan 

Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran 

pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak 

berpengaruh terhadap IPM. Sementara itu, tingkat kemiskinan dan kepadatan 

penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan upah 

minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Temuan ini 

menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kesejahteraan 

masyarakat melalui kebijakan pengupahan, serta pengelolaan kepadatan penduduk 

yang efektif merupakan faktor penting dalam meningkatkan pembangunan manusia 

di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sisi lain, peningkatan anggaran pada sektor 

pendidikan dan kesehatan perlu diiringi dengan efektivitas penggunaan anggaran 

serta pemerataan akses layanan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih 

optimal terhadap peningkatan IPM. 

 

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengeluaran pemerintah sektor 

pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, tingkat kemiskinan, upah 

minimum, kepadatan penduduk, data panel. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the factors affecting the Human Development Index 

(HDI) in East Nusa Tenggara Province during the period 2015-2024. The variables 

used include government expenditure on education, government expenditure on 

health, poverty rate, minimum wage, and population density. The data used are 

panel data from 22 regencies/cities in East Nusa Tenggara Province during the 

period 2015-2024. The analytical method employed is panel data regression using 

the Fixed Effect Model (FEM). The results indicate that government expenditure 

on education and government expenditure on health have a positive but 

insignificant effect on HDI. Meanwhile, poverty rate and population density have a 

negative and significant effect on HDI, while minimum wage has a positive and 

significant effect on HDI. These findings suggest that reducing poverty, improving 

community welfare through wage policies, and managing population density 

effectively are important factors in enhancing human development in East Nusa 

Tenggara Province. On the other hand, increases in education and health 

expenditures need to be accompanied by effective budget utilization and equitable 

access to public services in order to contribute more optimally to improvements in 

HDI. 

 

Keywords: Human Development Index (HDI), government expenditure on 

education, government expenditure on health, poverty rate, minimum wage, 

population density, panel data. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pembangunan manusia merupakan salah satu aspek penting dalam proses 

pembangunan karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup 

dan kesejahteraan masyarakat. Menurut United Nations Development 

Programme (UNDP, 1990), pembangunan manusia merupakan suatu proses 

untuk memperluas pilihan dan kesempatan yang dimiliki masyarakat, sehingga 

setiap individu dapat memperoleh kehidupan yang sehat, pendidikan yang 

memadai, serta standar hidup yang layak. Konsep tersebut sejalan dengan 

Sustainable Development Goals (SDGs) yang menempatkan kesejahteraan 

manusia, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian 

yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan pembangunan (UNDP, 2022). 

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan suatu wilayah dapat dilihat salah 

satunya melalui capaian pembangunan manusianya, yang diukur menggunakan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator yang menggambarkan 

tingkat kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah. 

Di Indonesia, nilai IPM menunjukkan kecenderungan meningkat dari 

tahun ke tahun. Peningkatan tersebut belum sepenuhnya merata di seluruh 

wilayah, terutama di kawasan Indonesia bagian timur. Provinsi Nusa Tenggara 

Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi yang masih menghadapi kondisi 

tersebut. Perbandingan capaian IPM antara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 
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capaian IPM nasional selama periode 2015-2024 dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 

Gambar 1. 1 Perkembangan IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 

Nasional Tahun 2015-2024 

Sumber : Badan Pusat Statistik  

Berdasarkan grafik di atas, IPM nasional mengalami peningkatan dari 

69,55 pada tahun 2015 menjadi 74,20 pada tahun 2024. Provinsi Nusa 

Tenggara Timur juga mengalami peningkatan IPM dari 62,67 pada tahun 2015 

menjadi 67,39 pada periode yang sama. Meskipun demikian, capaian IPM 

Provinsi NTT masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat kualitas pembangunan manusia di Provinsi NTT 

masih tergolong tertinggal, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pembangunan 

antarwilayah. 

Pemerataan pembangunananta wilayah menjadi prioritas utama 

pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2020-2024, terutama dalam upaya mengurangi kesenjangan 
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pembangunan antara wilayah Indonesia bagian timur dan barat Indonesia 

(Bappenas, 2019). Upaya tersebut penting karena Kawasan Timur Indonesia 

(KTI) masih menghadapi berbagai tantangan dalam bidang pembangunan, 

seperti ketertinggalan dalam pembangunan, keterbatasan akses antar daerah, 

minimnya infrastruktur, serta tingkat kemiskinan yang masih tinggi (Dachlan 

& Suhab, 2014). Sebagai salah satu provinsi di wilayah timur Indonesia, 

Provinsi NTT masih menghadapi tantangan tersebut sehingga peningkatan 

kualitas pembangunan manusia perlu menjadi salah satu prioritas dalam 

pembangunan daerah. 

Peningkatan kualitas pembangunan manusia sangat tergantung pada 

peran pemerintah yang memberikan dana cukup untuk bidang pendidikan dan 

kesehatan. Prioritas utama pengeluaran pemerintah adalah meningkatkan serta 

menjaga kesejahteraan masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah 

daerah dalam mengembangkan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur 

umum dan sosial, layanan publik, serta program jaminan sosial (Firmansyah & 

Wasil, 2024). Dengan adanya investasi di kedua sektor tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga tidak hanya 

berdampak pada IPM, tetapi juga membantu menurunkan tingkat kemiskinan 

secara berkelanjutan (Mahendra, 2020).  

Peningkatan anggaran sektor pendidikan berperan dalam memperbaiki 

kualitas pembelajaran melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, 

peningkatan akses, serta penguatan kompetensi pendidik, yang pada akhirnya 

mendorong peningkatan capaian pendidikan sebagai komponen utama IPM 
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(Villela & Paredes, 2022). Selain itu, peningkatan anggaran kesehatan 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui 

perluasan akses pelayanan kesehatan, terutama pada daerah dengan 

keterbatasan fasilitas publik (Simamora et al. 2025). 

Pemerintah daerah terus meningkatkan pengeluaran pada sektor 

pendidikan dan kesehatan selama periode 2015-2024, sebagai upaya 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan pengeluaran 

tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh capaian IPM  yang mampu melebihi 

rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di 

Provinsi NTT tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran pemerintah, 

tetapi juga tergantung pada kemampuan ekonomi masyarakat yang berbeda di 

setiap wilayah. 

Perbedaan tingkat perkembangan ekonomi antarwilayah juga tercermin 

dari variasi tingkat pendapatan masyarakat. Wilayah dengan aktivitas ekonomi 

yang lebih berkembang umumnya memiliki tingkat upah yang lebih tinggi 

dibandingkan wilayah dengan aktivitas ekonomi yang relatif rendah. Upah 

minimum merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk 

menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya. 

Upah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena 

semakin besar upah yang diterima, semakin tinggi tingkat kesejahteraan hidup 

masyarakat tersebut (Soemali, 2022). 

Kondisi tersebut juga tercermin pada perbedaan tingkat upah 

antarwilayah di Provinsi NTT. Besaran upah minimum Kabupaten/Kota 
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(UMK) pada tahun 2024 relatif sama pada sebagian besar kabupaten, yaitu 

sebesar Rp2.186.826, sedangkan Kota Kupang memiliki UMK yang lebih 

tinggi, yakni sebesar Rp2.250.419. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa 

aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja formal dengan tingkat pendapatan 

yang lebih baik masih terkonsentrasi di Kota Kupang. 

Kenaikan upah minimum dapat memberikan dampak terhadap 

kesejahteraan masyarakat karena meningkatkan kemampuan daya beli serta 

membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidup secara layak, sehingga dapat 

mendorong peningkatan pembangunan manusia (Faizin, 2021). Sejalan dengan 

hal itu, meningkatnya penghasilan masyarakat dapat mendorong perubahan 

cara belanja menuju pemenuhan kebutuhan yang lebih baik, sehingga tingkat 

kesejahteraan masyarakat juga meningkat (Arimawan & Suwendra, 2022). 

Kondisi ekonomi yang semakin membaik juga memberi kesempatan lebih 

besar bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dan 

layanan dasar. Pemenuhan kebutuhan tersebut akhirnya membantu 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang terlihat dari peningkatan IPM. 

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang berkaitan erat dengan 

pembangunan manusia. Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat dapat 

menghambat akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan 

kerja yang layak sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat 

(Hidayat & Woyanti, 2021). Provinsi NTT termasuk dalam kelompok provinsi 

dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Pada periode 2017-2023, 

NTT berada pada peringkat ketiga provinsi dengan tingkat kemiskinan 
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tertinggi di Indonesia. Tingginya tingkat kemiskinan di NTT berkaitan dengan 

karakteristik wilayah yang terdiri atas banyak pulau, memiliki topografi yang 

beragam, akses antarwilayah yang relatif sulit, serta keterbatasan infrastruktur 

(Ledhe, 2024; Rahmadhanti & Aminda, 2025). 

Permasalahan kemiskinan di NTT juga ditandai oleh adanya perbedaan 

tingkat kemiskinan antarwilayah. Perbedaan karakteristik sosial ekonomi dan 

geografis antarkabupaten/kota menyebabkan tingkat kemiskinan tidak tersebar 

secara merata. Beberapa wilayah memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih 

tinggi dibandingkan wilayah lainnya, sehingga upaya pengentasan kemiskinan 

perlu memperhatikan karakteristik dan kondisi masing-masing wilayah. 

Penelitian mengenai kemiskinan di NTT menunjukkan bahwa faktor faktor 

ekonomi dan demografi turut berkaitan dengan tingkat kemiskinan di wilayah 

tersebut (Rahmadhanti & Aminda, 2025). 

 

Gambar 1. 2 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Nusa 

Tenggara Timur (NTT) Tahun 2015-2024 

Sumber : Badan Pusat Statistik 
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Kondisi tersebut tercermin pada tingkat kemiskinan di berbagai wilayah 

Provinsi NTT. Berdasarkan gambar di atas, sebagian besar kabupaten di 

wilayah tersebut masih memiliki persentase penduduk miskin yang relatif 

tinggi, bahkan beberapa daerah memiliki angka kemiskinan di atas 30. 

Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Sabu Raijua merupakan 

wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, sedangkan Kota Kupang 

memiliki tingkat kemiskinan terendah. Perbedaan tingkat kemiskinan tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah di 

Provinsi NTT masih belum merata. 

Tingkat kemiskinan yang tinggi tidak hanya mencerminkan rendahnya 

tingkat kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi hambatan bagi 

proses pembangunan daerah. Keterbatasan kondisi ekonomi dapat mengurangi 

produktivitas masyarakat serta membatasi kemampuan dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Selain itu, kemiskinan dapat memperbesar 

ketimpangan dan memperlambat peningkatan kesejahteraan masyarakat 

sehingga menjadi salah satu faktor yang menghambat pembangunan (Todaro, 

2011). Pengentasan kemiskinan perlu menjadi salah satu prioritas 

pembangunan karena memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan kualitas 

sumber daya manusia dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Amalia et al. 

2021). 

Karakteristik demografis turut menjadi salah satu aspek yang berkaitan 

dengan pembangunan manusia di suatu daerah. Provinsi NTT sebagai wilayah 

kepulauan memiliki persebaran penduduk yang berbeda antarwilayah sehingga 
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dapat menimbulkan perbedaan akses masyarakat terhadap berbagai layanan 

dasar dan perkembangan kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut menjadikan 

kepadatan penduduk sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam 

upaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Provinsi NTT. 

 

Gambar 1. 3  Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi 

Nusa Tenggara Timur (NTT)  

Sumber : Badan Pusat Statistik  

Berdasarkan grafik di atas, kepadatan penduduk antarwilayah di Provinsi 

Nusa Tenggara Timur menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Kota 

Kupang memiliki kepadatan penduduk tertinggi sebesar 2.980 jiwa/km² pada 

tahun 2024, sedangkan sebagian besar kabupaten lainnya berada jauh di bawah 

angka tersebut. Adapun kabupaten dengan kepadatan penduduk relatif rendah 

antara lain Sumba Timur sebesar 37 jiwa/km² dan Sumba Tengah sebesar 52 

jiwa/km². Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan aktivitas 

ekonomi dan ketersediaan layanan publik belum tersebar secara merata 

antarwilayah.  

Ketimpangan persebaran penduduk dapat berpengaruh terhadap 

ketersediaan sarana yang mendukung pembangunan manusia. Wilayah dengan 
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tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi umumnya didukung oleh 

fasilitas dan kegiatan ekonomi yang lebih berkembang (Herinoto et al. 2021). 

Kondisi jumlah dan persebaran penduduk juga berkaitan dengan pemerataan 

infrastruktur pembangunan sumber daya manusia. Wilayah yang memiliki 

konsentrasi penduduk lebih besar umumnya lebih mudah dalam memperoleh 

pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja (Antara & Suryana, 

2020). Keberadaan berbagai fasilitas tersebut dapat mendukung terpenuhinya 

kebutuhan dasar masyarakat dan pada akhirnya berkontribusi terhadap 

peningkatan kualitas pembangunan manusia. 

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi IPM 

menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Nurvita et 

al. (2022) menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan 

kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM, sedangkan Ferdiansyah dan 

Febrianti (2025) menunjukan bahwa pengeluaran kesehatan berpengaruh 

positif dan signifikan, sementara pengeluaran pendidikan berpengaruh negatif 

dan signifikan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh faktor-

faktor pembangunan manusia dapat berbeda sesuai dengan karakteristik 

wilayah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. 

Penelitian mengenai IPM di Provinsi NTT telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti dengan fokus variabel yang berbeda. Penelitian Banase dan Purwono 

(2024) dan Dhae et al. (2025) menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah 

sektor pendidikan dan kesehatan terhadap IPM, sedangkan Rosyadah (2021) 

menganalisis pengaruh kepadatan penduduk, angka partisipasi murni, upah 
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minimum, dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM. Penelitian-penelitian 

tersebut belum menggabungkan faktor fiskal, ekonomi, kemiskinan, dan 

demografi dalam satu model penelitian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya 

ruang penelitian untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor 

pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, upah minimum, tingkat 

kemiskinan, dan kepadatan penduduk secara bersama-sama terhadap IPM di 

Provinsi NTT. 

Pemilihan Provinsi NTT sebagai wilayah penelitian didasarkan pada 

masih rendahnya capaian pembangunan manusia dibandingkan rata-rata 

nasional dan tingginya tingkat kemiskinan yang dihadapi masyarakat. 

Perbedaan kondisi sosial ekonomi dan demografis antarkabupaten/kota juga 

menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan di wilayah tersebut. 

Karakteristik Provinsi NTT sebagai wilayah kepulauan dengan kondisi 

geografis yang beragam turut memengaruhi pemerataan akses terhadap 

pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan layanan dasar. Kondisi tersebut 

menjadikan Provinsi NTT penting untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui 

faktor-faktor yang berkaitan dengan pembangunan manusia pada tingkat 

kabupaten/kota. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini menggunakan lima 

variabel yang meliputi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran 

pemerintah sektor kesehatan, upah minimum, tingkat kemiskinan, dan 

kepadatan penduduk untuk menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan 

IPM pada 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 
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2015-2024. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan 

menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan 

kebijakan pembangunan manusia yang lebih efektif dan tepat sasaran. Maka 

dari itu, penelitian ini berjudul “Determinan Indeks Pembangunan Manusia 

Studi Kasus Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2024” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus penelitian ini tertuju pada 

lima rumusan masalah yang dijabarkan dalam bentuk pertanyaan, di antaranya: 

1. Apakah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur? 

2. Apakah pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur? 

3. Apakah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur? 

4. Apakah tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur? 

5. Apakah kepadatan penduduk berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. 

2. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

3. Menganalisis pengaruh upah minimum terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

4. Menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

5. Menganalisis pengaruh kepadatan penduduk terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti: Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu memperluas 

pengetahuan dan pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi 

IPM, terutama peran dari pengeluaran pendidikan, pengeluaran kesehatan, 

upah minimum, tingkat kemiskinan, dan kepadatan penduduk. 

2. Bagi akademisi: Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber 

tambahan dan memperkaya buku-buku ilmiah di bidang pembangunan 

manusia, ekonomi daerah, dan kebijakan publik, serta berkontribusi dalam 

studi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) di Indonesia. 

3. Bagi pemerintah: Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi 

bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan manusia, 
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terutama dalam mengelola anggaran pendidikan dan kesehatan, 

menentukan upah minimum, mengatasi kemiskinan, serta memperatakan 

pembangunan di berbagai wilayah, sehingga dapat meningkatkan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). 

E. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada awal bab ini menyajikan gambaran umum penelitian dengan 

menjelaskan permasalahan pokok yang menjadi fokus kajian, termasuk latar 

belakang masalah yang didukung oleh fenomena empiris dan data terkait, 

rumusan masalah yang menegaskan arah penelitian, tujuan serta manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran untuk alasan 

penelitian dilakukan serta arah pembahasan secara keseluruhan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori-teori serta konsep-konsep yang relevan 

dengan topik penelitian, hasil penelitian terdahulu sebagai referensi empiris, 

kerangka teoretik, dan pengembangan hipotesis yang menjadi dasar teori 

penelitian untuk menganalisis hubungan antar variabel serta memperkuat 

argumen dan analisis dalam penelitian ini. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan dalam 

penelitian, mencakup jenis penelitian, objek dan lokasi penelitian, definisi 

operasional variabel, populasi dan sampel, sumber serta teknik pengumpulan 

data, serta metode analisis termasuk pengujian hipotesis sebagai langkah-
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langkah sistematis yang ditempuh peneliti dalam memperoleh dan mengolah 

data penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil analisis data serta pembahasan yang mengacu 

pada rumusan masalah penelitian, meliputi gambaran umum objek penelitian, 

analisis deskriptif, hasil pengujian hipotesis, serta interpretasi temuan yang 

dihubungkan dengan teori dan studi sebelumnya untuk menjelaskan makna 

empiris dari hasil yang diperoleh. 

BAB V PENUTUP 

Bab terakhir berisi kesimpulan yang mengaitkan temuan penting dari 

penelitian berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Selain itu, bagian ini 

mencakup mencakup keterbatasan penelitian dan saran untuk peneliti 

selanjutnya maupun pihak terkait sebagai penutup serta arahan untuk penelitian 

di masa mendatang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pengeluaran 

pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, 

tingkat kemiskinan, upah minimum, dan kepadatan penduduk terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur (NTT) selama periode 2015-2024 dengan menggunakan analisis regresi 

data panel Fixed Effect Model (FEM), diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM 

pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 

2015-2024. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran 

pemerintah pada sektor pendidikan belum mampu memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap peningkatan IPM. Kondisi tersebut mengindikasikan 

bahwa besarnya anggaran pendidikan belum sepenuhnya diikuti oleh 

efektivitas penggunaan anggaran, pemerataan akses pendidikan, serta 

peningkatan kualitas layanan pendidikan antarwilayah sehingga manfaatnya 

terhadap pembangunan manusia belum dapat dirasakan secara optimal. 

2. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM 

pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 

2015-2024. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran 

pemerintah pada sektor kesehatan belum mampu memberikan dampak yang 

nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. Kondisi 

tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas penggunaan anggaran, 
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pemerataan fasilitas kesehatan, serta akses masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan masih menjadi kendala sehingga peningkatan belanja kesehatan 

belum sepenuhnya mampu meningkatkan IPM. 

3. Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM pada 

kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2015-

2024. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan 

dan daya beli. Pendapatan yang lebih tinggi memberikan kemampuan yang 

lebih besar bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga 

dapat mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia. 

4. Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM pada 

kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2015-

2024. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kemiskinan akan 

menurunkan kualitas pembangunan manusia karena masyarakat memiliki 

keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk akses terhadap 

pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Temuan ini 

memperkuat bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu faktor utama yang 

memengaruhi kualitas pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. 

5. Kepadatan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. 

Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kepadatan penduduk yang tidak 

diimbangi dengan ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan 

kesempatan kerja yang memadai berpotensi menurunkan kualitas 
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pembangunan manusia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah 

penduduk yang besar belum tentu menjadi modal pembangunan apabila 

tidak didukung dengan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik 

yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu 

mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas layanan dasar, 

serta pengelolaan kependudukan yang lebih efektif agar pertumbuhan 

penduduk dapat menjadi potensi yang mendukung pembangunan manusia. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari adanya beberapa batasan yang 

memengaruhi ruang lingkup serta kedalaman analisis. keterbatsan ini 

diharapkan dapat diperhatikan dalam studi-studi yang akan datang untuk  

menghasilkan kajian yang lebih komprehensif. Berikut adalah batasan-batasan 

penelitian ini: 

1. Penelitian Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel independen, 

yaitu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah 

sektor kesehatan, tingkat kemiskinan, upah minimum, dan kepadatan 

penduduk. Sementara itu, masih terdapat faktor lain yang berpotensi 

memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), seperti pertumbuhan 

ekonomi, tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan, kualitas 

infrastruktur, investasi daerah, serta akses terhadap pelayanan publik. Oleh 

karena itu, model penelitian ini belum mampu menjelaskan seluruh faktor 

yang memengaruhi IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
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2. Penelitian ini menggunakan data sekunder periode 2015-2024 sehingga 

hasil penelitian menggambarkan kondisi pada periode tersebut. Model 

yang digunakan juga belum sepenuhnya mampu menangkap pengaruh 

berbagai faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan pemerintah, kondisi 

perekonomian nasional, dinamika pasar tenaga kerja, maupun dampak 

pandemi COVID-19 yang dapat memengaruhi pembangunan manusia 

pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pengeluaran 

pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, upah 

minimum, tingkat kemiskinan, dan kepadatan penduduk terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur periode 2015-2024, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi pemerintah daerah, disarankan untuk meningkatkan efektivitas 

penggunaan anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan sehingga 

manfaatnya dapat dirasakan secara lebih optimal oleh masyarakat. Selain 

itu, upaya pengentasan kemiskinan perlu terus diperkuat melalui 

peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah juga perlu 

memperhatikan pemerataan pembangunan dan penyediaan pelayanan 

publik agar tingginya kepadatan penduduk pada wilayah tertentu tidak 

menjadi hambatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia. 
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2. Bagi perencana kebijakan pembangunan daerah, diperlukan perencanaan 

pembangunan yang lebih terpadu dan berbasis data guna mengurangi 

kesenjangan IPM antar kabupaten/kota. Integrasi program pendidikan, 

kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas 

ketenagakerjaan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kebijakan yang 

diterapkan lebih tepat sasaran. Di samping itu, aspek kepadatan penduduk 

perlu menjadi pertimbangan dalam penyediaan infrastruktur, fasilitas 

pendidikan, fasilitas kesehatan, dan kesempatan kerja sehingga 

peningkatan jumlah penduduk tidak menjadi hambatan bagi pembangunan 

manusia. 

3. Bagi masyarakat, penting untuk meningkatkan partisipasi dalam 

pendidikan, memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia, serta 

meningkatkan keterampilan dan produktivitas kerja agar mampu 

memperoleh pendapatan yang lebih baik. Dengan meningkatnya kualitas 

sumber daya manusia dan kesejahteraan ekonomi, masyarakat dapat 

berkontribusi secara lebih optimal dalam mendukung pembangunan 

manusia di daerahnya. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian selanjutnya disarankan untuk 

menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi Indeks 

Pembangunan Manusia, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat 

pengangguran, ketimpangan pendapatan, kualitas infrastruktur, investasi 

daerah, dan akses pelayanan publik. Selain itu, penelitian selanjutnya 

dapat menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang maupun 
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metode analisis yang berbeda agar memperoleh hasil yang lebih 

komprehensif dan mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi 

pembangunan manusia secara lebih mendalam
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